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ABSTRAK 
 
 

Nama    :  Erlina Hartanti 
Program Studi  :  Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik 
Judul  :  Alokasi Dana Dekonsentrasi Kementerian Pendidikan Nasional  

Kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007. 
 

Tesis ini membahas tentang alokasi dana dekonsentrasi  Diretorat Jenderal Manajemen Pendidikan 
Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2009 dan kesesuaiannya dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.  
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, dengan mengumpulkan dan menganalisa data 
alokasi dana dekonsentrasi nasional, kementerian sampai pelaksanaan program dan kegiatannya 
serta keterkaitannya dengan urusan pemerintah bidang pendidikan  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana dekonsentrasi belum dialokasikan sesuai dengan tujuan 
yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2007, yaitu membantu pelaksanaan 
kegiatan pemerintah pusat di daerah. Untuk itu, terkait dengan bekurangnya kewenangan 
pemerintah pusat sebagai akibat desentralisasi, di sarankan kepada pihak-pihak yang terkait 
dengan penetapan alokasi dana dekonsentrasi untuk menghapus dana dekonsentrasi atau 
menetapkan suatu formula untuk menentukan besarnya alokasi yang akan diberikan pada gubernur 
selaku wakil pemerintah di daerah. Menentukan sanksi terhadap ketidak sesuaian pengalokasian 
dana dekonsentrasi baik pada tahap perencanaan maupun penerapannya..  
 
Kata kunci: Dekonsentrasi, Kebijakan Pemerintah dan pembagian urusan pemerintah  
  
 

 
ABSTRAK 

 
 

Name    :  Erlina Hartanti 
Study Program   :  Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik 
Title                            :  Alocation of Deconcentration Fund of The Ministry Of  National 

Education  commited to the Government’s Decre  No. 38/3007  
 
 
This Thesis is talking about the deconcentration fund allocated by  The Ministry of National 
Education, Directorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah in the year of  2009 
and its commit to the Government’s Rule No 38 / 2007.  
This is the quantitative Descriptive analysis by collecting and analizing the data of deconcentration 
fund. The data is consist of  the allocation to the implementation program and activities in detail  
and compare it with the ministry of national education authority stated by Government’s rule No 
38/1007. 
The result shows that the deconcentration’s fund allocation is not committed to the government’s 
rule No. 38/2007. That is all because the government’s education policy, which states the 
government to allocate its  20% government budget to education is contradictive with the reduce 
of the Government authority couse by Government’s decree No.38/2007. The other reason is 
because there is no punishment for the uncommitted action.  
So that,  by considering the reduce of the governments authority, the writer sugest to the person in 
charge, to eliminate the deconcentration fund. The alternative suggestion is  to make a formula to 
state the deconcentration fund to be given to the province government and create a punishment for 
any uncommitted action to the rules.  
 
Key words: : Deconcentration, Government’s policy dan Government’s authority.  
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